
WALIKOTA TANGERANG SELATAN 
PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 39 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 9 TAHUN 2014 

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sistem akuntansi Pemerintah Daerah telah 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang 

Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah berdampak terhadap sistem akuntansi 

Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota 

Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Psssengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6 .  Undang-Undang Nomor 5 1  Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 188 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4935 ) ;  

7 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 1 5  tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2 01 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679) ; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010  Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165) ;  

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 

Tahun 2015  tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan 

Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015  

Nomor 1752); 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036); 

13 .  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010  tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan 

Nomor 0610 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 

TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH. 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2014 Nomor 09) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 29 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka, 

yakni angka 3 1 ,  angka 32, dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi 

se bagai berikut: 

Pasal 1 

1 .  Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 

APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan 

antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan mengeluarkan. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, 

adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9 .  Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah 

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 
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10.  Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa 

BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

tugas BUD. 

1 1.  Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 

adalah perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang. 

12 .  Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

13.  Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. 

14.  Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian 

atas hasilnya serta penyajian laporan. 

15 .  Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

16.  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Sistem 

Akuntansi, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan 

Daerah. 

17.  Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu 

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

18. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari 

SKPD dan PPKD. 
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19 .  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

20. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan triwulanan yang 

diterbitkan oleh entitas akuntansi atau entitas pelaporan. 

2 1 .  Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan 

yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. 

22. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

Pemerintah Daerah mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada 

tanggal terten tu; 

23. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi 

mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu 

periode akun tansi. 

24. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan 

penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas. 

25. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan 

entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun 

anggaran. 

26. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

Umum Daerah dan kuasanya. 

27. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Daerah dan kuasanya. 

28. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar, digunakan dalam penyusunan LRA. 

29. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi atau kejadiannya 

tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. 

30. Bagan Akun Standar adalah daftar kode akun buku besar yang 

ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan 

perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan 

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 
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3 1.  Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber 

daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 

32. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut 

Laporan Perubahan SAL adalah laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

33. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

2 .  Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi 

se bagai berikut: 

Pasal 7 

( 1 )  Pemerintah Daerah membuat laporan keuangan berdasarkan SAPD. 

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a. Pendahuluan; 

b. Sistem Akuntansi SKPD; 

c. Sistem Akuntansi PPKD; 

d. Sistem Akuntansi SKPKD; 

e. Format Formulir; dan 

f. Bagan Akun Standar. 

(3) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

3 .  Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7 A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7A 

Dalam hal terdapat perubahan Bagan Akun Standar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala SKPD yang membawahi bidang akuntansi. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang 

Selatan. 

Ditetapkan di Tangerang Selatan 
pada tanggal 28 N o v e m b e r  20 16  

WALIKOTA 

TANGERANG SELATAN, 

AIRIN RACHMI DIANY 

Diundangkan 
pada tanggal 

angerang Selatan 
N o v e m b e r  20 16  

RIS DAERAH 
NG SELATAN 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016  NOMOR 39 


